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ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika rekrutmen hakim Mahkamah
Konstitusi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyerahkan tata cara seleksi,
pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga
pengusul, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung
melalui pengaturan delegatif yang berbeda-beda. Pengaturan yang bersifat
terfragmentasi tersebut menimbulkan disparitas mekanisme seleksi antar lembaga,
baik dari aspek prosedur, keterbukaan proses, maupun penerapan prinsip merit,
sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, membuka ruang
subjektivitas, serta memperbesar kemungkinan intervensi politik dalam proses
rekrutmen. Kondisi tersebut berdampak pada independensi, profesionalisme, dan
legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen hakim Mahkamah
Konstitusi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ditinjau dari
perspektif kepastian hukum dalam siyasah dusturiyah dan teori judicial merit
selection, serta menganalisis signifikansi dan konsep ideal pengaturan rekrutmen
hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi beserta pengaturan mengenai tata cara seleksi hakim
konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung,
sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal, dan hasil
penelitian yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar prosedural
nasional dalam mekanisme rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi
menyebabkan fragmentasi pengaturan dan inkonsistensi penerapan prinsip seleksi
berbasis merit. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut belum
sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena membuka ruang diskresi
yang luas tanpa batasan normatif yang seragam. Dari perspektif judicial merit
selection, mekanisme yang ada belum sepenuhnya menjamin seleksi yang objektif
dan terlembaga secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan
standar prosedural nasional yang berbasis pada prinsip meritokrasi dan kepastian
hukum guna memperkuat independensi, profesionalisme, serta legitimasi
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020, Kepastian Hukum, Judicial Merit Selection.
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ABSTRACT

This study examines the issues surrounding the recruitment of
Constitutional Court justices under Article 20 of Law Number 7 of 2020
concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 on the
Constitutional Court. This provision delegates the procedures for the selection,
nomination, and appointment of constitutional justices to each nominating
institution, namely the President, the House of Representatives, and the Supreme
Court, through different delegated regulations. Such fragmented arrangements
have created disparities in selection mechanisms among institutions, particularly
in terms of procedures, transparency, and the implementation of merit-based
principles. This condition has the potential to create legal uncertainty, open room
for subjectivity, and increase the possibility of political intervention in the
recruitment process. Consequently, it affects the independence, professionalism,
and legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution.

This study aims to analyze the recruitment of Constitutional Court justices
under Article 20 of Law Number 7 of 2020 from the perspective of legal certainty
in siyasah dusturiyah and judicial merit selection theory, as well as to examine the
significance and ideal concept of regulating the recruitment of Constitutional
Court justices in Indonesia. This research is normative legal research employing
statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the
Constitutional Court Law and regulations concerning the procedures for selecting
constitutional justices by the President, the House of Representatives, and the
Supreme Court. Secondary legal materials were obtained from relevant literature,
journals, and prior research.

The findings reveal that the absence of national procedural standards in the
recruitment mechanism of Constitutional Court justices has resulted in regulatory
fragmentation and inconsistency in the implementation of merit-based selection
principles. From the perspective of siyasah dusturiyah, this condition does not
fully satisfy the principle of legal certainty, as it creates broad discretionary
powers without uniform normative limitations. From the perspective of judicial
merit selection, the existing mechanism does not fully ensure an objective and
professionally institutionalized selection process. Therefore, the establishment of
national procedural standards based on meritocracy and legal certainty is
necessary to strengthen the independence, professionalism, and legitimacy of the
Constitutional Court within Indonesia’s constitutional system.

Keyword: Recruitment of Constitutional Juctices, Article 20 Of Law Number 7 of
2020, Legal Certainty, Judicial Merit Selection.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia hingga kini masih
menghadapi  berbagai  persoalan  mendasar, terutama terkait
ketidakterpaduan standar seleksi antar lembaga pengusul.! Ketiga lembaga
pengusul Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung
menetapkan mekanisme rekrutmen secara mandiri tanpa adanya pedoman
baku yang seragam.? Akibatnya, timbul perbedaan dalam proses seleksi
yang berdampak pada objektivitas dan transparansi penilaian terhadap
calon hakim konstitusi. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya
sejumlah kasus etik di Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan keraguan
publik terhadap integritas lembaga ini.®

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menghadapi pertumbuhan serta
modifikasi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini
sudah merubah sistematika pelaksaan negara di bidang yudikatif ataupun
kewenangan kehakiman seperti diatur pada Undang-Undang Dasar BAB X

(sepuluh) mengenai kekuasaan Kehakiman.

! Fence M. Wantu, dkk., Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim
Konstitusi RI (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm., 23.

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4.

3 Berlian Widya Tama dan Deka Oktaviana, “Quo Vadis Pengangkatan Guntur
Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Aspek Konstitusionalitas,”
Constitution Journal Vol. 2:2 (2023), hlm., 78.



Terbentuknya institusi Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai
dengan diambilnya gagasan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)
pada perubahan konstitusi yang dilaksanakan oleh = Majelis
Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001. Pembentukan institusi tersebut
adalah bentuk dari keperluan keselarasan serta pengaturan diantara
institusi-institusi negara. Persoalan tersebut menjadi penegasan atas asas
negara hukum serta kebutuhan perlindungan hak konstitusi yang sudah
dilindungi.*

Susunan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi mempunyai
sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,
yang diajukan masing-masing tiga oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden”. Susunan tersebut
ditegaskan Kembali dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.®> Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan
pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga pengusul.
Pengaturan yang memberikan keleluasaan ini memang dimaksudkan untuk

menjaga kemandirian tiap lembaga.

4 Miftahul Zannah, Faisal, Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal I[lmiah Mahasiswa Bidang Hukum
Kenegaraan, Vol 6:3, Agustus 2022, hlm. 199

® Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi



Melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang begitu
besar dan mulia, maka tentu pengisian jabatan hakim Mahkamah
Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan
kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki
integritas yang sangat kuat. Kompetensi dan kapasitas hakim konstitusi
menjadi sangat penting karena hakim konstitusi memiliki kewenangan
dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah sebuah undang-undang baik
secara formil maupun secara materil, menafsirkan kewenangan
konstitusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas dan
kompetensi tersebut, integritas hakim konstitusi juga merupakan aspek
yang sangat penting dimiliki oleh hakim konstitusi. Hal ini karena sifat
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, akan
mengundang pihak yang berperkara untuk memengaruhi putusan hakim
konstitusi baik melalui gratifikasi dan modus operasi lainnya.

Selain itu, kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengintai
Mahkamah Konstitusi dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga
berkaitan dengan aspek politik seperti pembubaran partai politik, memutus
perselisihan hasil pemilu serta kewajiban memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran hukum
presiden dan wakil presiden begitu mengidikasikan bahwa kepentingan

politik senantiasa mengintai penegakan hukum konstitusi di Mahkamah

6 Fence M. Wantu, dkk., Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim
Konstitusi RI, hlm. 4-5



Konstitusi.” Oleh karenanya integritas hakim menjadi bagian yang sangat
penting diwujudkan.

Namun pada praktiknya menimbulkan ketidakterpaduan sistem
rekrutmen dan membuka ruang subjektivitas serta intervensi politik,
padahal kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala
macam tekanan dan campur tangan.® Dengan demikian, ketiadaan standar
baku nasional dalam pelaksanaan rekrutmen telah menimbulkan
kekosongan norma dan berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas serta
konsistensi proses seleksi hakim konstitusi.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah menyoroti
mekanisme rekrutmen hakim konstitusi, namun sebagian besar masih
terbatas pada analisis hukum positif dan politik hukum. Belum banyak
kajian yang secara komprehensif mengkaji kebutuhan standarisasi lintas
lembaga pengusul dalam kerangka meritokrasi dan etika ketatanegaraan
Islam.’® Padahal, proses seleksi hakim konstitusi yang berorientasi pada
merit sistem yakni menempatkan kompetensi dan integritas sebagai ukuran

utama merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya independensi dan

" Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

8 Muhammad Nur, Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern,
(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm., 107.

® Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, Ifahda Pratama Hapsari, “Aspek
Hukum Tata Negara terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi,” Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2:2, (2024), hlm., 118.

10 Kadek Ayu Maharani dan Edward Thomas Lamury, “Transfigurasi Judicial
Recruitment Process Hakim Konstitusi sebagai Jaminan Independensi Mahkamah
Konstitusi,” Jurnal Kertha Negara, Vol. 12:1, (2024), hlm., 56.



profesionalisme lembaga peradilan. Oleh karena itu, urgensi pembentukan
standar rekrutmen hakim konstitusi perlu dikaji secara multidimensi
dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan nilai-nilai Islam.!
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan arah
standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang selaras dengan prinsip
meritokrasi, akuntabilitas, dan nilai-nilai etika ketatanegaraan Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua
pendekatan teori utama, yaitu teori siyasah dusturiyah dan judicial merit
selection. Teori siyasah dusturiyah digunakan sebagai landasan normatif
Islam untuk menilai sejauh mana proses seleksi tersebut mencerminkan
prinsip kepastian hukum (istigrar al-ahkam), kompetensi (al-kafa’ah), dan
integritas (a/-amanah) dalam pengisian jabatan publik.!?> Sementara Teori
judicial merit selection digunakan untuk menilai sejauh mana proses
rekrutmen hakim konstitusi telah mencerminkan prinsip objektivitas,
transparansi, dan profesionalitas berdasarkan asas meritokrasi.'®
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berasumsi
bahwa ketiadaan standar baku dalam mekanisme rekrutmen hakim
konstitusi merupakan konsekuensi dari belum adanya pedoman normatif

yang seragam antar lembaga pengusul sebagaimana diamanatkan oleh

11 Al Aufa, Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah
Idariyah, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm., 72.

12 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), him., 142.

13 Chaerles G. Geyh, Judicial Selection and the Quest for Judicial Independence,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), him., 211.



prinsip kepastian hukum. Kondisi ini mengakibatkan proses rekrutmen

hakim konstitusi belum sepenuhnya berlandaskan pada asas meritokrasi

sebagaimana dikehendaki oleh teori judicial merit selection, dan belum

mencerminkan prinsip kepastian hukum (istigrar al-ahkam) sebagaimana

dijelaskan dalam siyasah dusturiyah.** Dengan demikian, hipotesis

sementara penelitian ini adalah bahwa pembentukan standar nasional

rekrutmen hakim konstitusi yang berbasis pada prinsip meritokrasi dan

kepastian hukum dalam perspektif Islam akan memperkuat independensi,

profesionalisme, serta legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik.

B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana prinsip kepastian hukum dalam perspektif siyasah
dusturiyah memandang ketentuan rekrutmen hakim Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2020?

. Bagaimana penerapan prinsip judicial merit selection dalam

mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan

oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung?

. Bagaimana signifikansi pembentukan standar rekrutmen hakim

Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

1 Ibid, hlm., 212.



C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditarik tujuan dan kegunaan

penelitian ini sebagai berikut:

1.

Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas

adalah:

a. Mendeskripsikan dan menganalisis prinsip kepastian hukum dalam
perspektif siyasah dusturiyah tentang ketentuan rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020

b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip judicial
merit selection dalam mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah
Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Mahkamah Agung

c. Mendeskripsikan dan menganalisis Signifikansi Pembentukan

Standar Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia

. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi yang berarti bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perspektif hukum islam
dan hukum positif indonesia. Secara umum, kegunaan penelitian ini
dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah

keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan



sistem hukum, teori fikih siyasah, kepastian hukum dalam siyasah
dusturiyah dan menjadi refrensi bagi akademisi, dosen dan
mahasiswa.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi lembaga pengsusul dan pembuat kebijakan dalam
mengevaluasi dan menyempurnakan pengaturan tentang rekrutmen
hakim Mahkamah Konstitusi, serta menjadi rujukan dalam

pengembangan hukum yang responsif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah peneliti-peneliti
sebelumnya seperti Tesis, Jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan
dengan penelitian yang akan dibahas ini. Telaah pustaka ini juga berfungsi
menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan
dengan penelitian yang akan dilakukan, proses ini bertujuan untuk
menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Al Aufa dengan judul “Mekanisme
Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Idariyah” yang ditulis
pada tahun 2022. Rumusan masalah dalam tesis ini yang pertama yaitu
bagaimana siyasah idariyah terhadap mekanisme seleksi calon hakim
konstitusi. Tesis tersebut menggunakan penelitian normatif melalui studi
kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa
dalam kecamata siyasah idariyah, mekanisme seleksi hakim konstitusi

harus memiliki aturan yang mengikat dan kaku. Beberapa hal dalam



pembuatan Undang-Undang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi
yang perlu diperhatikan ketentuannya, 1. Ketentuan pasal 24C ayat 6
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35 Undang-Undang kekuasaan
kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat kesalahan
perintah yuridis-konstitusional dalam konsep seleksi dan pengangkatan
Hakim Konstitusi. 2. Kewenangan seleksi hakim konstitusi diserahkan
sepenuhnya kepada tiga lembaga pengusul. 3. Ketentuan saat ini
mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik. 4. Potensi
penyalahgunaan diskresi.™

Kedua, artikel yang ditulis oleh Cenlia Brigita Engkolan, Bintang
Sabrina Handono, dan Margaret Hartati, dengan judul “Mekanisme
Pemilihan Hakim Konstitusi” yang terbit pada tahun 2022. Penelitian ini
menggunakan penelitian normatif melalui studi pustaka. Hasil kajian
menunjukan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang
urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan
hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.
Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan
menggunakan panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing pengusul
hakim konstitusi ataupun panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama
lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang
tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki

integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen

15 Al Aufa, “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah
Idariyah”.
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dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan
pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim
konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah
Konstitusi.!®

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Kadek Ayu Maharani dan Edward
Thomas Lamury Hadjon dengan judul “Transfigurasi Judicial Rekrutment
Proses Hakim Konstitusi Sebagai Jaminan Independensi Mahkamah
Konstitusi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
melalui studi pustaka dengan rumusan masalah yakni 1. Bagaimana
relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi
Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana desain rekonstruksi pemilihan hakim
konstitusi sebagai upaya pembenahan untuk melindungi independensi
Mahkamah Konstitusi? Hasil penelitian ini memperoleh menunjukkan
bahwa terdapat relevansi antara proses pemilihan hakim konstitusi
terhadap independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi ditinjau
berdasarkan konsep Judicial Reform Index (JRI) dengan mengacu kepada
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1985 Nomor 40/32 dan

Nomor 40/146, Rekomendasi Dewan Eropa mengenai Independensi

16 Cenlia Brigita Engkolan, Bintang Sabrina Handono, Margaret Hartati,
“Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (COMSERVA), Vol. 2:7, (Desember 2022), hlm., 1588-1595
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Hakim, Piagam Eropa tentang Statuta Hakim, dan Standar Minimum
Independensi Peradilan IBA (1982).Y

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muhammad Azkannasabi, Dodi
Jaya wardana, Ifahda Pratama Haspri dengan judul “Aspek Hukum Tata
Negara terhadap pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi” penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif
melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah hakim konstitusi
yang diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah
Agung dengan mekanisme diatur tersendiri oleh lembaga yang
mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan undang-
undang dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dan transparan,
partisipatif, objektif, dan akuntabel. Implikasi yang terjadi pada putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVII/2020 memberikan kepastian
hukum terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat dan
menjaga independensi serta imparsialitas hakim konstitusi. Tindakan
pemberhentian Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan
sebuah kekosongan hukum (rechstvacuum) karena ketidak adanya aturan
yang mengatur mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang
dapat memberhentikan hakim konstitusi. Implikasi hukum yang terjadi
pada pemberhentian hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat

antara lain terjadinya ketidakpastian hukum, ketidak konsistenan Dewan

17 Kadek Ayu Maharani, Edward Thomas Lamury, “Transfigurasi Judicial
Rekrutment Process Hakim Konstitusi Sebagai Jaminan Independensi Mahkamah
Konstitusi”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 12:1, (2024), him., 65-84
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Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan,
problematika independensi hakim konstitusi, serta berujung pada ketidak
absahan keputusan presiden.®

Kelima, artikel yang ditulis oleh Iwan Santriawan dan Tanto
Lailam dengan judul “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap
Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia”. Penelitian ini
menggunakan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui
interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi
dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut.
Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang
berintegritas dan independen. Selain itu, kompetensi hakim mempengaruhi
kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian ini juga menyimpulkan
bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstitusi yang cenderung
tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak
berintegritas dan tidak independen.*®

Keenam. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin dan Lilik
Agus Saputro dengan judul “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi”.

18 Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, Ifahda Pratama Hapsari,
“Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim
Mahkamah Konstitusi”, hlm., 303-312

1 Iwan santriawan, Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap
Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum
dan Keadilan, Vol. 9:1, (2021), hlm., 871-136
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Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi
pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa periode masa jabatan
hakim konstitusi 5 (Lima) tahun dapat dipilih hanya untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya merupakan open legal policy dan belum pernah
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, periode masa jabatan
hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan
menjadi 9 (sembilan), 10 (sepulu), atau 12 (Dua Belas) tahun tanpa ada
tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode
ini perlu dikombinasikan dengan usia pensiun 70 (pujuh puluh) tahun,
sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70
tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya.?

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Fance M. Wantu, Novendri M.
Nggilu, Suwitno Imran, Supriadi dan Rahmat Teguh Santoso Gobel,
dengan judul “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model
Kedepan”. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui studi
pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain ulang seleksi
hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku
mengenai penilaian pemilthan hakim Kkonstitusi secara transparan,
partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim

konstitusi dengan menggunakan panel seleksi baik oleh lembaga masing-

2 Ahmad Syaifuddin Anwar, Lilik Agus Saputro, Kemandirian Kekuasaan
Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi,
Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2:2 (Desember 2022), hlm., 265-281
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masing pengusul hakim konstitusi ataupun panel seleksi dalam bentuk
kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah
pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim
konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan
sejati.?!

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Nurul Hidayah, Agung Rakha,
Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, dengan judul “Implikasi
Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Berbeda
Terhadap Netralitas Peradilan” penelitian ini menggunakan metode yuridis
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil
penelitian ini menunjukan Mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang
diajukan oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
memungkinkan masuknya pengaruh politik, karena dari ketiga lembaga
negara tersebut memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda.??

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Berlian Widya Tama, Deka
Oktaviana, dengan judul “Quo Vadis Pengangkatan Guntur Hamzah
Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari  Aspek
Konstitusionalitas”. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan

menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan

2l Fance M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, Supriadi, Rahmat
Teguh Santoso Gobel. Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model
Kedepan. Jurnal Konstitusi, Vol. 18:2, (Juni 2021), hlm., 240-260

22 Nurul Hidayah, Agung Rakha, Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah,
“Implikasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Berbeda Terhadap
Netralitas Peradilan”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8:4, (2024), hlm., 1-8
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konseptual. Didapati hasil penelitian bahwa pengangkatan Guntur Hamzah
sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional, adanya
sikap mendukung dari Presiden terhadap pengangkatan Guntur Hamzah
sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, dan adanya indikasi motif politik
dan konflik kepentingan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, serta
lembaga terkait dalam pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim
Mahkamah Konstitusi.?

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Adi Fauzanto dengan judul
“Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah
Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif”. Penelitian ini
menggunakan penelitian metode yuridis dengan pendekatan perundang-
undangan, kasus, dan konseptual. hasil penelitiannya urgensi mengapa
perlu adanya rekonstruksi panel ahli dan pengangkatan hakim Mahkamah
Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di
Indonesia selain Mahkamah Agung. Perbedaan dari sebelumnya ialah (1)
Proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan mendasar
terletak pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. (2) Anggota panel ahli
ditambahkan dewan etik hakim Mahkamah Konstitusi, secara empiris
dewan etik hakim lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh

hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya; (3) Perwakilan setiap lembaga

2 Berlian Widya Tama, Deka Oktaviana, “Quo Vadis Pengangkatan Guntur
Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Aspek Konstitusionalitas”,
Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Constitution Journal), Vol.
2:2, (Desember 2023), him., 43-55
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yudikatif, eksekutif, dan legislatif menjadi proses transparansi dan
akuntabilitas terhadap semua proses pengajuan hakim Mahkamah
Konstitusi, dan menunjukan proses pengangkatan yang dicalonkan.?*

Kesebelas, tesis yang ditulis oleh Ramadina Bella Mahmuda
dengan judul “Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
di Indonesia” penelitian ini nerupakan jenis penelitian legal doctrinal
(normatif). Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan
konseptual. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengaturan masa
jabatan hakim konstitusi di Indonesia berdampak pada Independensi
jabatan hakim. Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang sering
mengalami berbagai perubahan seiring dengan berjalannya waktu.
Implementasi pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan
polemik baru terkait indepedensi hakim konstitusi. Kehadiran proses
seleksi yang terbuka dan transparan, pengaturan masa jabatan yang
memadai, serta mekanisme pemberhentian yang jelas menjadi krusial
dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman.?

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Iwan Satriawan, dkk dengan
judul “An Evalution of the Selection Mechanism of Constitutional Judges
in Indonesia and South Korea’ penelitian merupakan penelitian yang

menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang dipadukan

24 Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim
Mahkamah Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif”’, Jurnal Panorama Hukum,
Vol. 5:1, (juni 2020), hlm., 1-23

% Rahmadina Bella Mahmuda, Desain Ulang Pengaturan Massa Jabatan Hakim
Konstitusi di Indonesia, (7esis, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 124
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dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
mekanisme pengangkatan hakim di Indonesia bermasalah secara struktural
karena tidak memiliki standar seleksi yang seragam. Perbandinganya
korea selatan memiliki mekanisme seleksi yang relatif lebih transparan
dan akuntabel melalui sistem confirmation hearing yang terpusat di
national assembly.?®

Ketigabelas, artikel yang ditulis oleh Indah Sri Pangestu, Dwi
Yuliani, Hertaty Dorothy Siburian dengan judul “Rekonstruksi Mekanisme
Seleksi Hakim Konstitusi” Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan
konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme seleksi
dan pemilihan hakim konstitusi di Indonesia saat ini masih menunjukkan
keberagaman prosedur di masing-masing lembaga pengusul, yaitu
Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Proses yang
diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi,
partisipasi, objektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,
diperlukan standardisasi tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi

guna memastikan sistem yang lebih profesional dan berintegritas.?’

% Twan Satriawan, Seokmin Lee, Septi Nur Wijayanti, Beni Hidayat, An
Evalution of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South
Korea, PJIH; Padjadjaran Jurnal llmu Hukum, Vol. 10:1, 2023, hlm., 122

2 Indah Sri Pangestu, Dwi Yuliani, Hertaty Dorothy Dewi Siburian,
Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia, Jurnal Konstitusi &
Demokrasi, Vol. 5:2, Desember 2025 hlm. 106
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Keempatbelas, artikel yang ditulis oleh Dedy Syahputra, joelman
Subaidi, subaidi dengan judul “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian
Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan
historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengisian
hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
belum menjamin terwujudnya indepedensi Mahkamah konstitusi dalam
melaksanakan kewenangannya, khususnya jika perkara bersangkutan
dengan lembaga negara pengusul hakim Mahkamah Konstitusi.?3

Kelimabelas, artikel yang ditulis oleh Semuel Walangitan dengan
judul “Indepedensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan Politik”.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui
studi pustaka terhadap peraturan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi,
doktrin, literatur akademik, dan media yang dapat diverifikasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan politik terlihat dari proses
seleksi hakim yang sarat muatan kepentingan serta ekspektasi elite
terhadap putusan-putusan strategis, seperti Putusan No. 90/PUU-
XX1/2023. Dan penelitian ini berkesimpulan bahwa Untuk memperkuat
independensi Mahkamah Konstitusi, diperlukan reformasi seleksi hakim

berbasis merit, peningkatan transparansi proses persidangan dan

28 Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Kedudukan dan Mekanisme Pengisian
Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal
Ilmu Hukum Reusan, Vol. 9:1, April 2021, hlm., 106
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argumentasi putusan, penguatan komunikasi publik yang edukatif, serta
pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan keterlibatan aktif masyarakat
sipil.?

Berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya
hanya menyoroti mekanisme seleksi hakim konstitusi dari sisi hukum
positif atau politik hukum semata, penelitian ini hadir dengan pendekatan
yang lebih komprehensif melalui penggunaan dua kerangka teori, yaitu
teori kepastian hukum dalam siyasah dusturiyah dan teori judicial merit
selection. Penggunaan kedua teori ini dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar yang
seharusnya melandasi proses rekrutmen hakim konstitusi, khususnya
dalam konteks penerapan nilai-nilai meritokrasi dan etika ketatanegaraan
Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan
kebaruan (novelty) berupa analisis multidimensi yakni yuridis, politik, dan
normatif Islam dalam merumuskan model ideal standarisasi rekrutmen

hakim konstitusi yang objektif, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip

negara hukum demokratis.

. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan pijakan awal dalam melihat

permasalahan yang terjadi dan untuk memberikan gambaran atau

2 Samuel Walangitan, Indepedensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan
Politik, IJBL, Indonesian of Journal Business Law, Vol. 4:2, Juli 2025, hlm., 45
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ringkasan kecil dalam menjabarkan persoalan yang ada pada rumusan
masalah menggunakan sebuah teori yang relevan digunakan sesuai dengan
permasalahan yang ada.
1. Teori kepastian hukum dalam Siyasah Dusturiyah
Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang
membahas pengaturan dasar negara, konstitusi, perundang-undangan,
serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam rangka mewujudkan
keadilan dan kemaslahatan. Fokus utama siyasah dusturiyah adalah
bagaimana hukum negara dibentuk, ditegakkan, dan dijalankan secara
sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.*
Siyasah dusturiyyah mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan
Islam, terutama dalam penegakan supremasi hukum. Salah satu unsur
penting dari supremasi hukum tersebut adalah kepastian hukum
(istigrar  al-ahkam), yakni keharusan bagi pemerintah untuk
menetapkan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten. Kepastian hukum
ini bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa, menjamin
keadilan bagi masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan
sebagaimana tujuan penegakan hukum dalam Islam.%!
Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting
dalam hukum Islam, asas ini dipandang sebagai asas utama yang

menopang asas-asas hukum Islam lainnya. Kepastian hukum menuntut

30 Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Kencana, Maret 2016), hlm. 177-178

31 Imam Al Mawardi, Al- Ahkam As-sultaniyyah (Hukum-Hukum
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam), (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006), hlm., 24
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kejelasan norma, tidak adanya multitafsir, serta larangan pemberlakuan
hukum secara surut. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat
memberikan rasa aman, keteraturan, dan perlindungan bagi
masyarakat, sekaligus menjadi pedoman yang pasti bagi aparat
penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.3?

Prinsip kepastian hukum ini sejalan dengan tujuan utama
magqasid al-syart ‘ah, yaitu menjaga keteraturan (hifz al-nizam) dan
keadilan (hifz al- ‘adl). Jasser Auda menyebut kepastian hukum
sebagai bentuk “predictability of justice” keadilan yang dapat
diprediksi, di mana masyarakat memahami apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, serta bagaimana hukum diterapkan secara
konsisten.®® Dalam kerangka itu, siyasah dusturiyah menganggap
hukum yang tidak memberikan kejelasan norma atau menimbulkan
perbedaan penerapan antar lembaga sebagai bentuk fasad (kerusakan
tatanan hukum).

Berhubungan dengan hal itu ketentuan Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020, yang menyerahkan mekanisme rekrutmen
hakim Mahkamah Konstitusi kepada masing-masing lembaga
pengusul tanpa adanya standar baku yang seragam, maka dari

perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum

32 Qadriani Arifuddin, Dkk, Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam
Memahami Hukum Islam), (Jambi, PT: Sonpedia Publishing Indonesia, Desember 2023),
hlm., 14

33 Jasser Auda, Magqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law, A System
Approach, hlm., 211
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terwujudnya prinsip kepastian hukum. Tidak adanya ukuran yang
tetap menyebabkan proses seleksi berpotensi tidak adil dan tidak
transparan, serta menimbulkan perbedaan interpretasi antar lembaga.
Padahal, menurut asas istigrar al-ahkam, hukum harus mampu
memberi kepastian bagi semua pihak agar tercapai keadilan yang
seimbang antara hak negara dan hak individu.

Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam siyasah
dusturiyah tidak sekadar berbicara tentang kejelasan norma,
melainkan juga tentang konsistensi, stabilitas, dan keadilan dalam
penerapan hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan negara,
termasuk pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, diatur
dengan ukuran yang pasti dan mekanisme yang seragam sebagai
wujud tanggung jawab pemerintah (al-amanah) untuk menegakkan
keadilan dan kemaslahatan umat.>*

Teor1 Judicial Merit Selection

Teori Judicial Merit Selection berangkat dari gagasan bahwa
pengisian jabatan hakim harus didasarkan pada asas meritokrasi, yakni
memilih calon hakim yang paling layak (the best qualified candidates)
melalui kriteria objektif dan prosedur yang terlembaga. Dalam
kerangka ini, proses seleksi tidak semata-mata dipahami sebagai
keputusan politik, melainkan sebagai mekanisme institusional untuk

menjamin kualitas, independensi, dan legitimasi kekuasaan

189

3 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm.,
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kehakiman. Sistem merit menolak dominasi kepentingan politik dan
subjektivitas personal dalam rekrutmen hakim karena intervensi
semacam itu berpotensi melemahkan independensi peradilan dan
menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial .*®

Dalam praktik ketatanegaraan modern, judicial merit selection
umumnya diwujudkan melalui model seleksi bertahap yang melibatkan
komisi independen atau semi-independen. Komisi tersebut bertugas
menyeleksi dan menyaring calon hakim berdasarkan kualifikasi
profesional, sebelum nama-nama calon diajukan kepada pejabat atau
lembaga politik untuk dilakukan pengangkatan. Model ini sering
dipahami sebagai kompromi antara tuntutan akuntabilitas demokratis
dan kebutuhan akan independensi peradilan, karena kewenangan
politik dibatasi oleh proses penyaringan berbasis kompetensi.®

Prinsip meritokrasi dalam seleksi hakim menekankan sejumlah
indikator utama. Pertama, kapasitas intelektual dan kompetensi
hukum, termasuk penguasaan hukum acara, hukum tata negara, dan
kemampuan penalaran yuridis. Kedua, integritas moral dan etika, yang
tercermin dari rekam jejak perilaku profesional, ketaatan pada kode
etik, serta bebas dari konflik kepentingan. Ketiga, independensi dari

kekuatan politik dan kepentingan eksternal, sehingga hakim mampu

% Nancy B. Arrington, “Judicial Merit Selection: Beliefs about Fairness and the
Undermining of Gender Diversity on the Bench,” Political Research Quarterly 74:4
(2021): 1152—-1154.

3% Greg Goelzhauser, Judicial Merit Selection: Institutional Design and
Performance for State Courts (Philadelphia: Temple University Press, 2019), hal 1-5.
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menjalankan fungsi mengadili secara imparsial. Keempat, komitmen
terhadap nilai keadilan dan supremasi hukum sebagai fondasi negara
hukum demokratis. Indikator-indikator tersebut dipandang sebagai
prasyarat minimum untuk menjamin kualitas dan kemandirian
hakim.%’

Selain menekankan kualitas individu calon hakim, teori judicial
merit selection juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan dan
prosedural dalam proses rekrutmen. Proses seleksi yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif diyakini dapat meningkatkan legitimasi
hasil seleksi di mata publik. Namun demikian, sejumlah kajian
menunjukkan bahwa label “merit” tidak selalu menjamin terbebasnya
proses seleksi dari bias politik atau eksklusi sistemik, khususnya
terhadap kelompok tertentu. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap
prosedur merit justru berpotensi menutupi kelemahan substantif dalam
hasil seleksi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang
memadai.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, judicial merit
selection juga Dberkaitan erat dengan perdebatan mengenai
keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim.

Demokrasi tidak menentukan satu model tunggal seleksi hakim, tetapi

37 Charles G. Geyh, “Methods of Judicial Selection and Their Impact on Judicial
Independence,” Daedalus 137:4 (2008): 86—88.

3 Nancy B. Arrington, “Judicial Merit Selection: Beliefs about Fairness and the
Undermining of Gender Diversity on the Bench,”1158—1162.
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menuntut agar proses pengangkatan tidak dilakukan secara sewenang-
wenang, diskriminatif, atau tertutup. Oleh karena itu, seleksi berbasis
merit dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi sepanjang
dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan membuka
ruang pertanggungjawaban publik, tanpa mengorbankan kemandirian
hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.®

Dalam penelitian ini, teori judicial merit selection digunakan
sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu
bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi diterapkan dalam pengaturan
dan pelaksanaan rekrutmen Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui teori ini, penelitian menilai
sejauh mana mekanisme pengusulan oleh Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Mahkamah Agung telah memenuhi unsur objektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana menjadi karakter utama
sistem merit.

Analisis in1 memungkinkan identifikasi apakah rekrutmen Hakim
Konstitusi benar-benar berorientasi pada kompetensi dan integritas,
atau masih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan subjektivitas
lembaga pengusul. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar normatif

untuk menilai urgensi pembentukan standar baku rekrutmen hakim

39 Judith Resnik, “Judicial Selection and Democratic Theory: Demand, Supply,
and Life Tenure,” Cardozo Law Review 26:2 (2005) 591-597.
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yang konsisten dengan prinsip meritokrasi dalam negara hukum

demokratis.*°

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
kepustakaan (library research). Penelitian ini adalah penelitian yuridis
yang mana melakukan fokus penelitian analisis terhadap problematika
rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020. penelitian ini tidak hanya mengkaji
ketentuan positif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menelaahnya melalui pendekatan
konseptual dan filosofis guna menemukan landasan teoritis bagi
pembentukan standar baku rekrutmen hakim konstitusi yang selaras
dengan prinsip merit selection dan nilai-nilai Islam.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang
pengaturan dan praktik rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020, serta menganalisisnya secara mendalam dengan menggunakan
teori kepastian hukum dalam siyasah dusturiyah dan judicial merit

selection.

40 Greg Goelzhauser, Judicial Merit Selection: Institutional Design and

Performance for State Courts, 177-179.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif (normative juridicial approach). Pendekatan ini
dilakukan dengan cara menelaah asas-asas hukum, norma hukum
positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan
permasalahan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini
juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan teologis-
normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis
konsep meritokrasi dan standar rekrutmen hakim berdasarkan teori
judicial merit selection, sedangkan pendekatan teologis-normatif
digunakan untuk menelaah prinsip kepastian hukum (istigrar al-
ahkam), integritas (al-amanah), dan kompetensi (al-kafda’ah) dalam
perspektif siyasah dusturiyah.
4. Data
Penelitian ini menggunakan sumber yang terdiri dari bahan hukum.
Antara lain:
a. Data Primer
Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,
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peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI,
keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh
Presiden. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen
resmi seleksi calon hakim konstitusi yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung sebagai data pendukung untuk menjelaskan
praktik pengusulan hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung.

b. Data Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai
bahan hukum dan literatur yang mendukung serta memperkaya
analisis terhadap bahan hukum primer. Data sekunder ini
mencakup buku-buku ilmiah dan literatur hukum yang membahas
teori kepastian hukum, judicial merit selection, figh siyasah, dan
sistem rekrutmen hakim; jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik,
serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema
independensi peradilan dan mekanisme seleksi hakim konstitusi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (/ibrary research) dengan

menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Peneliti

mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya melalui Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 2020, serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan

kekuasaan kehakiman. Selain itu, peneliti juga menelaah bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya

akademik yang mendukung analisis terhadap topik penelitian. Seluruh

data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara

sistematis berdasarkan relevansi dengan fokus kajian, untuk

selanjutnya dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang telah

ditetapkan

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan

terdapat tiga komponen analisis.*! Yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data
yang bertuyjuan untuk menyederhanakan, memilih, dan
memfokuskan data sesuai dengan permasalahan penelitian.
Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi berbagai informasi
dari sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan langsung
dengan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi serta

prinsip kepastian hukum dan meritokrasi.

41 Miles Matthew B dan Hubberman A. Michael, Qualitative Data Analysis: A
sourcebook of New Methods, (Beverly Hills: Sage Publication, 1992). Him., 25.
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b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi data ke
dalam bentuk wuraian deskriptif yang sistematis agar mudah
dipahami dan dianalisis. Data yang telah diklasifikasikan disajikan
berdasarkan tema utama penelitian, seperti ketentuan hukum
positif, prinsip siyasah dusturiyah, dan konsep judicial merit
selection. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang
jelas mengenai hubungan antar data, sehingga mempermudah
peneliti dalam menarik kesimpulan secara logis dan terarah.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Data  Conclusion
Drawing/Verification)
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah seluruh data
disajikan dan dianalisis secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti
menafsirkan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah
berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh. Kesimpulan
bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan
membandingkan konsistensi data serta relevansinya terhadap
tujuan penelitian. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian
bersifat valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang
memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah
pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini, maka penyusun
membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya kedalam
beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar
belakang mengenai Problematika Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Pasal
20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penggambaran secara komprehensif dalam aspek
teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah
dipaparkan diatas. Fokus pembahasannya mengenai teori yang digunakan
dalam penyusunan yaitu teori kepastian hukum dalam perspektif siyasah
dusturiyah, dan teori judicial merit selection.

Bab ketiga, berisi deskripsi normatif dan praktis mengenai
Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pada pasal 20 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020, Termasuk didalamnya penjabaran kelembagaan,
dasar hukum dan penjabaran lainnya yang masih berkaitan.

Bab keempat, membahas tentang analisis mekanisme rekrutmen

hakim Mahkamah Konstitusi pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 2020 baik di analisis berdasarkan teori kepastian hukum
berdasarkan siyasah dusturiyah maupun teori judicial merit selection.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan
saran. Kesimpulan menjawab secara singkat tentang rumusan masalah
yang ada di dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk

kontribusi berupa rekomendasi terkait dengan penelitian ini.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ketentuan Pasal

20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

serta praktik rekrutmen hakim konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan

Rakyat, dan Mahkamah Agung, dengan menggunakan teori siyasah

dusturiyah dan teori judicial merit selection, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam siyasah dusturiyah,
pengaturan rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip istigrar
al-ahkam (kepastian hukum). Hal ini disebabkan karena pengaturan
dalam Pasal 20 hanya memuat prinsip umum mengenai objektivitas dan
akuntabilitas dalam proses seleksi hakim konstitusi, sementara tata cara
seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi didelegasikan
kepada masing-masing lembaga pengusul. Delegasi kewenangan
tersebut pada praktiknya melahirkan perbedaan bentuk pengaturan dan
mekanisme rekrutmen oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Mahkamah Agung berdasarkan norma delegatif masing-masing
lembaga. Akibatnya, proses rekrutmen hakim konstitusi belum
dilaksanakan berdasarkan standar prosedural yang seragam, sehingga

belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum berupa kejelasan
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norma, Kkonsistensi pengaturan, dan prediktabilitas mekanisme
rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi.

. Ditinjau dari teori judicial merit selection, mekanisme rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Mahkamah Agung belum sepenuhnya menunjukkan penerapan prinsip
merit secara optimal. Presiden dalam beberapa periode telah
menerapkan mekanisme seleksi terbuka melalui pembentukan panitia
seleksi sebagai upaya mewujudkan transparansi dan objektivitas,
namun penerapannya belum berlangsung secara konsisten pada setiap
periode pengisian jabatan hakim konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat
masih menunjukkan kecenderungan mekanisme seleksi yang
dipengaruhi dinamika politik kelembagaan, sedangkan Mahkamah
Agung cenderung menggunakan mekanisme administratif internal
dengan keterbatasan partisipasi publik dalam proses seleksi. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa prinsip kompetensi, integritas,
independensi, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai
elemen utama judicial merit selection belum diimplementasikan secara
optimal dan seragam dalam keseluruhan mekanisme rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi.

. Pembentukan standar prosedural nasional dalam rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi penting sebagai upaya
mewujudkan kepastian hukum, menjaga independensi kekuasaan

kehakiman, dan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi.
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Signifikansi tersebut didasarkan pada adanya disparitas mekanisme
rekrutmen hakim konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Mahkamah Agung yang lahir dari perbedaan norma delegatif
masing-masing lembaga pengusul. Oleh karena itu, konsep ideal
pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi perlu diarahkan
pada reformulasi Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
khususnya terhadap pengaturan yang masih memberikan ruang delegasi
terlalu luas tanpa disertai standar minimum nasional. Reformulasi
tersebut perlu menegaskan adanya standar prosedural minimum yang
wajib diterapkan oleh seluruh lembaga pengusul, meliputi mekanisme
seleksi terbuka, penelusuran rekam jejak, pengujian kompetensi dan
integritas, pelibatan partisipasi publik, serta transparansi hasil seleksi,
dengan tetap memberikan ruang bagi masing-masing lembaga pengusul
untuk mengatur aspek teknis pelaksanaan seleksi sesuai karakter
kelembagaannya sepanjang tidak bertentangan dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pada akhirnya, rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya
dipahami sebagai mekanisme pengisian jabatan konstitusional semata,
melainkan juga sebagai bagian penting dalam menjaga independensi
kekuasaan kehakiman dan kualitas penegakan konstitusi di Indonesia.
Oleh karena itu, penguatan pengaturan melalui pembentukan standar
prosedural nasional yang tetap memperhatikan karakter kewenangan

masing-masing lembaga pengusul menjadi penting untuk mewujudkan
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mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih
memberikan kepastian hukum, menjunjung prinsip judicial merit
selection, serta mampu memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi

sebagai penjaga konstitusi.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Saran Normatif (legislatif)
Perlu dilakukan penguatan pengaturan terhadap Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi melalui
pembentukan standar minimum nasional mengenai tata cara seleksi,
pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Penguatan tersebut
diarahkan pada pengaturan yang lebih jelas mengenai prinsip
transparansi, partisipasi, objektivitas, akuntabilitas, independensi, dan
berbasis merit, disertai indikator minimum berupa mekanisme seleksi
terbuka, penelusuran rekam jejak, pengujian kompetensi dan integritas,
serta partisipasi publik yang jelas dan terukur, dengan tetap
memberikan ruang bagi masing-masing lembaga pengusul untuk
mengatur aspek teknis sesuai karakter kelembagaannya.

2. Saran Kelembagaan
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung perlu
memperkuat mekanisme rekrutmen hakim konstitusi melalui

pembentukan panitia atau panel seleksi yang bekerja berdasarkan
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prinsip judicial merit selection, khususnya dalam aspek kompetensi,
integritas, independensi, objektivitas, dan transparansi. Mekanisme
tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penyaringan calon
hakim konstitusi dilakukan secara profesional dan berbasis merit
sebelum ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengusul sesuai
kewenangannya.

3. Saran Penguatan Etika dan Pengawasan
Penguatan mekanisme pengawasan etik, baik melalui instrumen
internal maupun pengawasan eksternal, perlu dioptimalkan untuk
menjaga integritas hakim konstitusi sejak tahap rekrutmen. Selain itu,
proses seleksi perlu membuka ruang partisipasi masyarakat secara
lebih luas sebagai bentuk kontrol sosial guna memperkuat akuntabilitas
dan legitimasi proses pengisian jabatan hakim konstitusi.

4. Saran Akademik
Diperlukan penelitian lanjutan mengenai desain komparatif sistem
rekrutmen hakim konstitusi di berbagai negara guna memperoleh
model pengaturan yang relevan untuk diadaptasi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan
independensi kekuasaan kehakiman dengan prinsip akuntabilitas dalam

negara hukum demokratis.

Pada akhirnya, penguatan regulasi dan mekanisme rekrutmen
hakim Mahkamah Konstitusi yang berorientasi pada kepastian hukum dan

prinsip judicial merit selection diharapkan mampu mewujudkan proses
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pengisian jabatan hakim konstitusi yang lebih objektif, transparan,
akuntabel, dan berbasis merit, sehingga dapat memperkuat independensi,
kewibawaan, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga

konstitusi (the guardian of the constitution).
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